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ICW Sebut Korupsi Sektor Pendidikan Selalu Masuk

5 Besar

ICW mengungkap korupsi di dunia pendidikan
selalu berada di lima besar kasus yang ada
dalam beberapa tahun terakhir.

JAKARTA - Koordinator Divi-
si Pelayanan Publik dan Refor-
masi Birokrasi Indonesia Cor-
ruption Watch (ICW) -Almas
Sjafring, mengungkap sejumlah
penindakan korupsi di Indone-
sia. Menurutnya, kasus di dunia
pendidikan selalu berada da-
lam lima besar kasus yang ada.

“Korupsi di sektor pendidik-
an ini selalu berada di lima besar
dalam beberapa tahun terakhir.
Jadi yang lain-lain keluar masuk
dari lima besar, tapi kalau pendi-
dikan selalu ada” ujar Almas da-
lam Diskusi Jaringan Pemantau
Pendidikan Indonesia (JPPI), di
Jakarta, Kamis (4/1).

Dia mencatat, Dana Alokasi
Khusus (DAK) rehabilitasi se-
kolah menjadi variabel paling
banyak dikorupsi. Meski begi-
tu, masih banyak pula yang tin-
dak korupsinya tidak terdetek-

si seperti pungutan-pungutan
di sekolah.

Almas memambahkan, jika
ada pungutan liar yang terde-
teksi, maka jumlahnya tidak ba-
nyak. Menurutnya, bisa dihitung

jari kasus pungutan liar yang ket-

ahuan dan diproses. "Jadi sangat
sulit melihat sekolah yang bersih
dari pungutan,” jelasnya.

Wajib Belajar

Sementara itu, Ketua Per-
kumpulan Wali Murid Koloni
8113, lumono menyorofi peme-
rintah yang belum menuntaskan
program wajib belajar 9 tahun.
Utamanya dengan memberi-
kan pemerataan dan perluasan
kesempatan pendidikan secara
gratis di masyarakat.

“Klaim wajib belajar 9 tahun
ini belum tuntas, apalagi masih
ada pungutan-pungatan terha-

dap orangtua, maupun murid,"
katanya.

Hal ini kata dia bertentang-
an dengan amanat konstitusi
seperti Pasal 16 Perda DKI No-
mor 8 Tahun 2006 tentang Sis-
tem Pendidikan. Pasal tersebut
menyebut pemerintah daerah
wajib menyediakan dana gu-
na penuntasan wajib belajar 9
tahun dan menyediakan dana
guna terselenggaranya wajib
belajar 12 tahun.

“Dimana kita sangat tahu
Pemda DKI itu punya kemam-
puan untuk menyediakan pen-
didikan di Jakarta," ucapnya.

Koordinator Jaringan Pe-
mantau Pendidikan Indonesia
(TPPI) Ubaid Matraji menam-
bahkan, ada anggaran pendi-
dikan di DKI jakarta mencapai
16,7 trilun rupiah. Menurutnya,
dengan anggaran tersebut, sa-
ngat memungkinkan menjalan-
kan wajib belajar. “Tinggal ba-
gaimana mau membuat kebi-
jakan iniatau tidak” terangnya.
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